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Abstract

The potential of Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), and Waqaf (endowments) to help soci-
ety economic improvement are very important, yet the role of Islamic Finance Institu-
tion, as the executing agency that administer these four pious deed, were still not
optimal yet. This article reveals the important role of Endowments in assisting the
empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) which is one of the
strengths in poverty alleviation, employment creation and increase the strength of
family income. Waqaf (endowments) Management Institute, an organization that em-
powers MSMEs through microfinance and business assistance, offers some strategic
steps that must be carried out in managing successful business namely providing
investment capital and working capital, presenting training and skills improvement,
business consulting, improving product quality, market, business networking, and
technology.
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Abstrak

Peran Lembaga Keuangan Publik Islam yang mengelola zakat, Infaq Shodaqoh dan
(ZIS) dan Wakaf di kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak optimal, sedangkan
potensi ZIS dan Wakaf mungkin eksekusi. Artikel ini membahas tentang peran Wakaf
dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat
menjadi kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan
kekuatan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Lembaga Manajemen Wakaf
dapat memberdayakan UMKM melalui pembiayaan mikro dan bantuan usaha.
Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah untuk memberikan modal
investasi dan modal kerja, memberikan pelatihan dan keterampilan perbaikan,
konsultasi bisnis, meningkatkan kualitas produk, pasar, jaringan bisnis, dan teknologi.

Kata Kunci: Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), Wakaf, UMKM, Micro Finance

Terdapat beberapa model instrumen keuang-
an Islam guna menjamin kesejahteraan yang
dikelola oleh Lembaga Keuangan Publik
Islam. Di antara sistem keuangan Islam ada
yang bersifat wajib (harus dilaksanakan) se-
perti zakat ada pula yang bersifat anjuran se-

perti infak, sedekah, dan wakaf. Beberapa
sistem keuangan Islam tersebut dewasa ini
tengah digalakkan masyarakat muslim di
berbagai belahan dunia. Tetapi Indonesia se-
bagai negara berpenduduk muslim terbesar,
untuk pendistribusian zakat, infak, sedekah
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dan wakaf belum terlaksana sesuai yang di-
harapkan. Padahal Indonesia telah memiliki
Undang-undang (UU) soal zakat. (Republika,
2003)

Selain itu, menurut hasil penelitian Pu-
sat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hida-
yatullah dan Ford Foundation, potensi dana
ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan wakaf umat
Islam Indonesia yang dapat dimanfaatkan
untuk kesejahteraan masyarakat mencapai
Rp 19,3 triliun, dalam bentuk barang Rp
5,1 triliun dan uang Rp 14,2 triliun. Jumlah
dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal
dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya
zakat harta Rp 13,1 triliun. (Azra, 2003).

Sedangkan berdasar laporan perkem-
bangan Penerimaan Dana Zakat, Infak,
Shadakah, dan Wakaf (ZIS-W) Lembaga
ZIS Dompet Dhuafa tahun 1993-2006 dan
laporan Perkembangan Penerimaan Dana
Zakat, Infak, dan Shadakah (ZIS) Lembaga
Rumah Zakat Indonesia tahun 2004-2007
tampak dalam tabel 1.

Gambar 1. Perkembangan Penerimaan
Dana Zakat, Infak, Shadakah, dan Wakaf
(ZIS-W) Lembaga ZIS Dompet Dhuafa

Dari kondisi tersebut menunjukkan bah-
wa sistem keuangan Islam dalam hal ini penge-
lolaan dana publik oleh Lembaga Keuangan
Publik Islam yang di dalamnya ada Filan-
tropi Islam secara umum terdiri dari institusi
zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan wakaf,
belum mampu secara optimal berperan se-
bagai sumber dana untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat Indonesia, padahal

Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat, Infak, Shadakah, dan Wakaf (ZIS-W)  
  Lembaga ZIS Dompet Dhuafa  

Tahun Zakat Infak/Sedekah Wakaf ZIS-W Peningkat
an (%) 

1993 87,868,209.00  -  -  87,868,209.00  - 

1994 506,110,483.00  -  -  506,110,483.00  475.99 

1995 291,399,230.00  205,236,328.00  -  496,635,558.00  -1.87 

1996 787,851,134.00  353,948,216.00  -  1,141,799,350.00  129.91 

1997 1,018,933,644.00  522,783,150.00  -  1,541,716,794.00  35.03 

1998 1,977,504,526.00  1,361,059,987.00  -  3,338,564,513.00  116.55 

1999 3,442,751,636.00  1,328,313,124.00  -  4,771,064,760.00  42.91 

2000 6,845,403,445.00  1,106,144,193.00  -  7,951,547,638.00  66.66 

2001 11,773,058,922.00  1,792,133,856.00  50,610,000.00  13,615,802,778.00  71.23 

2002 13,474,288,999.00  1,783,379,208.00  822,451,600.00  16,080,119,807.00  18.10 

2003 14,280,869,804.00  1,973,180,757.00  229,713,000.00  16,483,763,561.00  2.51 

2004 17,308,550,429.13  2,312,964,039.00  1,502,420,652.00  21,123,935,120.13  28.15 

2005 18,412,806,845.00  2,585,630,593.00  406,662,500.00  21,405,099,938.00  1.33 

2006 20,255,041,469.00  5,119,961,494.00  1,313,559,280.00  26,688,562,243.00  24.68 

Sumber: Laporan Keuangan Dompet Dhuafa 
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potensi dana ZIS dan wakaf sangat memung-
kinkan pelaksanaannya (Yulianti, 2008)

Sistem kesejahteraan sosial yang ber-
akar dalam tradisi Islam (the Islamic wel-
fare effort) merupakan bagian dari agenda
yang ikut mewarnai interaksi antara Islam
dan negara di Indonesia. Proses akomodasi
negara terhadap sistem kesejahteraan sosial
Islam mulai menguat pada akhir pemerintah-
an Orde Baru dengan pemberlakuan UU
No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Un-
dang-undang ini menjadi dasar hukum yang
menempatkan sistem kesejahteraan sosial Is-
lam sebagai bagian penting dari kebijakan dan
sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Gerakan muslim Indonesia untuk mema-
sukkan sistem kesejahteraan sosial Islam ke
dalam sistem kesejahteraan nasional memi-
liki ciri khas dibandingkan dengan negara-
negara muslim lain. Jika di negara-negara se-

perti Pakistan, Sudan, Saudi Arabia dan Ma-
laysia imajinasi tentang sistem ekonomi Is-
lam sangat berpengaruh, maka gejala serupa
tidak dijumpai di Indonesia. Alih-alih eko-
nomi Islam, cita-cita menerapkan Islam se-
bagai ideologi negara merupakan dasar un-
tuk menempatkan pengelolaan dana zakat
di bawah tanggung jawab inheren negara. Ti-
dak heran jika di Indonesia sistem kesejah-
teraan sosial Islam, khususnya berkaitan de-
ngan zakat, kerap kali menjadi satu isu sen-
tral dalam ketegangan politik antara Islam
dan negara (Yulianti, 2008).

Berdasar hasil penelitian PBB UIN dan
the Ford Foundation (2003) ditemukan be-
berapa fakta yang menarik. Di antaranya,
bahwa masyarakat muslim Indonesia memi-
liki tingkat kedermawanan yang tinggi dan di-
landasi oleh motivasi spiritual. Sedangkan mo-
tivasi sosialnya masih rendah. Dari hasil studi

Tabel 2. Penerimaan Dana Zakat, Infak, Shadakah (ZIS) Lembaga Rumah Zakat  
 Indonesia 

Tahun Zakat Infak/Sedekah ZIS Peningkatan (%) 

2004  3,226,837,816.00  515,420,977.00  3,742,258,793.00   

2005 5,171,371,253.00  864,830,597.00  6,036,201,850.00  61.30 

2006 8,216,443,928.00  2,192,749,091.00  10,409,193,019.00  72.45 

2007 14,565,276,604.00  6,827,071,947.00  21,392,348,551.00  105.51 

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat Indonesia 

Gambar 2. Perkembangan Penerimaan Dana Zakat, Infak, dan Shadakah (ZIS)
Lembaga Rumah Zakat Indonesia
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kasus ini secara umum ditemukan bahwa oto-
ritas agama masih sangat kuat melegitimasi
wacana dan praktik pembayaran ZIS dan
wakaf. Artinya masyarakat muslim di Indo-
nesia sangat kuat dipengaruhi motif dan tu-
juan keagamaan yang dipahami dalam ke-
rangka ketertundukan kepada doktrin-
doktrin keagamaan menurut tafsir klasik da-
lam ajaran berderma. Yaitu, berderma ada-
lah ibadah dan cara mendekatkan diri kepa-
da Allah swt melalui aktivitas-aktivitas ban-
tuan karitatif kepada orang-orang miskin. Sa-
lah satu akar persoalannya ada pada formal-
isme zakat.

Artinya, zakat hanya dianggap sebagai
kewajiban normatif, tanpa memperhatikan
efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat.
Akibatnya, semangat keadilan ekonomi da-
lam implementasi zakat menjadi hilang. Ori-
entasi zakat tidak diarahkan pada pember-
dayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih ka-
rena ia merupakan kewajiban dari Tuhan. Bah-
kan, tidak sedikit muzakki yang mengeluar-
kan zakat disertai maksud untuk menyucikan
harta atau supaya hartanya bertambah (ber-
kah). Ini artinya, muzakki membayarkan za-
kat untuk kepentingan subyektivitasnya sen-
diri. Memang tidak salah, tapi secara tidak
langsung, substansi dari perintah zakat serta
efeknya bagi perekonomian masyarakat men-
jadi terabaikan.

Meskipun demikian terdapat suatu per-
sepsi yang positif mengenai konsep keadilan
sosial untuk mewujudkan kesejahteraan, na-
mun secara umum paradigma keadilan sosial
ini belum terintegrasi ke dalam konsep mau-
pun praktik keagamaan dalam pembayaran
ZIS dan wakaf di Indonesia. Yang perlu di-
lakukan adalah proses sosialisasi bahwa mo-
tivasi sosial semestinya lebih ditekankan de-
ngan berlandaskan pada motivasi spiritual.
Sementara mobilisasi dana ZIS dan wakaf

melalui Lembaga Keuangan Publik Islam atau
organisasi ZIS terbentur dengan fakta bah-
wa masyarakat masih menjunjung tinggi prin-
sip secrecy (kerahasiaan) dalam menyum-
bang, dan juga masih meragukan trust dari
Lembaga Keuangan Publik Islam atau orga-
nisasi ZIS yang ada. Sedangkan, distribusi
ZIS masih berorientasi pada aspek karitas
atau sosial yang tidak bisa dikembangkan un-
tuk kegiatan produktif dalam rangka pember-
dayaan ekonomi masyarakat. Dengan kata
lain, distribusi dana di Lembaga Keuangan
Publik Islam untuk tujuan mewujudkan ke-
sejahteraan masyarakat belum berperan se-
cara optimal atau masih sangat lemah.

Model pendistribusian dana yang tidak
menyertakan pemetaan ekonomi dan sosial
juga menjadi cermin hilangnya spirit keadilan
sosial ekonomi dalam zakat. Tidak sedikit
muzakki yang langsung memberikan zakat ke-
pada faqir dan miskin tanpa memperhatikan
apakah dana zakat tersebut mampu mening-
katkan level kesejahteraan mereka atau ti-
dak. Muzakki mungkin hanya berpikir ten-
tang hukum, bahwa cukup baginya menge-
luarkan zakat, sehingga kewajibannya se-
bagai muslim gugur. Di sinilah pentingnya
amil dalam proses penyaluran zakat. Lem-
baga amil yang profesional sangat diperlukan
agar proses pengumpulan dana (fundrais-
ing) serta pendistribusiannya dapat dilaku-
kan secara efektif dan efisien. Salah satu
membuatnya efektif dan efisien adalah de-
ngan melakukan pemetaan sosial dan eko-
nomi. Susahnya, kadang-kadang mengang-
gap amil hanya sekedar sebagai pos peng-
umpul zakat, tanpa tuntutan kerja optimal un-
tuk usaha fundraising dan pola pendistri-
busian dana yang profesional.

Berkaitan dengan penguatan posisi
amil ini, peningkatan profesionalisme lemba-
ga-lembaga zakat adalah factor kunci.
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Profesionalisme ini meliputi upaya proaktif
dalam fundraising dengan dua tujuan: me-
ningkatkan pendapatan dana zakat dan me-
ningkatkan jumlah orang sadar zakat. Ter-
masuk profesionalisme lembaga zakat ada-
lah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat
untuk pemberdayaan ekonomi dan pening-
katan sektor riil. Karena itu, lembaga zakat
perlu memiliki pemetaan sosial ekonomi yang
baik, sehinga dana zakat tepat sasaran. Se-
lain itu, model penyaluran dana zakat yang
produktif harus lebih menjadi orientasi lem-
baga-lembaga zakat, daripada pola-pola dis-
tribusi dana konsumtif.

Dengan memperhatikan hal-hal terse-
but di atas, zakat akan lebih bermanfaat bagi
peningkatan kesejahteraan dan produktivi-
tas masyarakat luas. Sudah saatnya penge-
lolaan dana zakat mengikuti misi profetik yang
diemban Nabi, yaitu misi keadilan distribusi
ekonomi dan meminimalkan konsentrasi har-
ta hanya pada kelompok elit tertentu. Barang-
kali negara masih belum mampu membebas-
kan diri dari kungkungan monster-monster
ekonomi global. Namun dengan ajaran Mu-
hammad, umat Islam dapat mengilhami pe-
merintah di negeri ini bagaimana cara berdiri
di atas kaki sendiri dan melepaskan ekono-
mi Indonesia dari neoimperialisme negara-
negara kapitalis. Salah satunya melalui mana-
jemen zakat professional agar tercapai ke-
sejahteraan masyarakat (Muhtada, 2007)

Sehubungan dengan hal tersebut, apa-
bila dicari dalam literatur ekonomi, ternyata
terminologi “kesejahteraan” memiliki banyak
pengertian. Definisi “kesejahteraan” dalam
sistem ekonomi kapitalis-konvensional me-
rupakan konsep materialis murni yang me-
nafikan keterkaitan ruhaniah. Konsep “ke-
sejahteraan” yang memasukkan tujuan kema-
nusiaan dan keruhaniaan, tentu akan beraki-
bat pada keharusan mendiskusikan secara

ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejah-
teraan tersebut dan bagaimana merealisasi-
kannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahtera-
an dalam kedua visi tersebut tidak hanya men-
cakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti
materi semata, tetapi juga mencakup perma-
salahan persaudaraan manusia dan keadilan
sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehor-
matan individu, kehormatan harta, kedamai-
an jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonis-
an kehidupan keluarga dan masyarakat.

Konsep kesejahteraan lahir bathin da-
pat dikatakan telah direalisasikan apabila
unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu ke-
butuhan dasar bagi semua masyarakat ter-
penuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi
tidak terlalu mencolok, full employment (ti-
dak adanya pengangguran usia produktif),
keadilan dalam distribusi pendapatan dan ke-
kayaan, stabilitas ekonomi dicapai tanpa be-
ban hutang luar negeri yang berat, tingkat in-
flasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya eko-
nomi yang tidak dapat diperbaharui tidak
tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat
membahayakan kehidupan tidak terjadi.

Di samping hal-hal di atas, harus terpe-
nuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni telah
terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan
sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab
bersama antara masyarakat dan pemerintah
terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit,
orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga ber-
masalah, janda-janda, penanggulangan kena-
kalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan so-
sial serta pertikaian menyangkut SARA.

Untuk mencapai konsep kesejahtera-
an tersebut, setiap orang baik sebagai ang-
gota masyarakat atau dunia usaha, maupun
sebagai bagian dari organisasi pemerintahan
diharuskan mengorbankan kepentingan pri-
badi demi memenuhi kemaslahatan sosial di
lingkungan keluarga, dalam dunia usaha, hi-
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dup bermasyarakat, atau di dalam bidang pe-
merintahan. Selama maksimalisasi kekayaan
dan konsumsi adalah satu-satunya tujuan, ma-
ka pengorbanan tidak akan ada artinya.

Meski berpeluang memainkan peran le-
bih besar di masa depan, namun secara umum
kita belum benar-benar yakin akan kemam-
puan Lembaga Keuangan Publik Islam da-
lam merespon problematika sosial secara
efektif karena kapasitas yang masih terbatas
dibandingkan dengan problematika sosial
yang maha kompleks. Dari sekian lembaga,
ditemukan sejumlah hal yang menjadi kele-
mahan mendasar seperti rendahnya kualitas
sumberdaya manusia dan lemahnya kapa-
sitas organisasi dan manajerial. Belum me-
lembaganya mekanisme pertanggungjawaban
publik yang standar juga menjadi fenomena
umum Lembaga Keuangan Publik Islam.

Keterbatasan ini berdasar pada kenya-
taan bahwa Lembaga Keuangan Publik Is-
lam belum memiliki tradisi kelembagaan yang
kuat. Kultur Lembaga Keuangan Publik Is-
lam sebaliknya lebih mengandalkan relasi in-
terpersonal dan kapasitas individual. Pada-
hal substansi peran Lembaga Keuangan Pub-
lik Islam untuk pemberdayaan ekonomi ma-
syarakat lebih berorientasi pada penguatan
institusi dan sistem. Dalam konsep Lembaga
Keuangan Publik Islam untuk kesejahtera-
an, sumberdaya yang dikumpulkan ditujukan
untuk menopang kegiatan yang mengarah
kepada perubahan sosial. Dan perubahan
tersebut hanya dapat dilakukan dengan stra-
tegi pengorganisasian masyarakat, advokasi
dan pendidikan publik yang baik. Karena-
nya kultur Lembaga Keuangan Publik Is-
lam yang personal tidak dapat diandalkan un-
tuk melakukan tugas-tugas tersebut.

Konstruk Lembaga Keuangan Publik Is-
lam yang demikian itu terbentuk akibat kuat-
nya pengaruh doktrin. Dalam Islam, doktrin

memberi ruang seluas-luasnya bagi kebe-
basan individual dalam mempraktikkan ber-
derma. Sejak masa awal Islam, zakat, infak
dan sedekah (ZIS) dibayarkan langsung
oleh muzaki kepada mustahik, sebagian la-
innya dihimpun oleh pengurus masjid dan to-
koh agama. Pola berderma semacam ini re-
levan dengan struktur sosial ketika pola itu
cukup kredibel di mata umat. Pasalnya, da-
lam Islam akuntabilitas personal mendapat
resonansi sangat kuat dalam doktrin. Reali-
tas ini mungkin dapat menjawab pertanyaan
mengapa kedermawanan Islam tidak tampil
dalam format kelembagaan yang kuat. Se-
hingga perlu dorespon Lembaga Keuangan
Publik Islam yang kuat secara sistemik.

Lembaga Keuangan Publik Islam yang
di dalamnya ada Filantropi Islam secara
umum terdiri dari institusi zakat, infak dan se-
dekah (ZIS) dan wakaf. Dalam ajaran Is-
lam, ZIS mengandung pengertian yang sama
dan acap digunakan secara bergantian, atau
dapat dipertukarkan, untuk maksud yang sa-
ma, yaitu berderma. Dalam ayat 60, surat
at-Taubah, yang sering dirujuk sebagai ayat
berderma, tidak mengintrodusir istilah zakat,
tetapi shadaqah. Namun, pada tataran dis-
kursus penggunaan istilah Zakat, Infak dan
Sedekah mengandung makna yang spesifik
dan berbeda. Zakat sering diartikan sebagai
membelanjakan (mengeluarkan) harta yang
sifatnya wajib dan salah satu rukun Islam serta
berdasarkan perhitungan yang tertentu. Infak
acap merujuk kepada pemberian yang bu-
kan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih
besar dari zakat. Biasanya dimaksudkan un-
tuk kepentingan fii sabilillah, dalam arti sa-
rana, misalnya, bantuan untuk masjid, mad-
rasah, pondok Pesantren, rumah sakit. Pen-
dek kata, bantuan yang dikeluarkan untuk
lembaga keumatan umat tersebut masuk ka-
tegori infak. Sedangkan, sedekah biasanya
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derma yang kecil-kecil jumlahnya yang di-
serahkan kepada orang miskin, pengemis, pe-
ngamen dll. Berbeda dengan zakat, baik in-
fak maupun sedekah keduanya adalah sunnah.

Dalam konteks Indonesia, zakat pada
awalnya acap dibayarkan langsung oleh muz-
zaki kepada mustahik, dan juga dihimpun
melalui tokoh agama maupun masjid. Pola
berderma semacam ini tradisional sifatnya,
meskipun cukup kredibel di mata umat. Na-
mun sejak abad ke 20, KH Ahmad Dahlan,
perintis Muhammadiyah, mengusulkan diben-
tuknya lembaga amil zakat, yaitu lembaga
perantara (intermediary institusion) yang
menerima atau menggalang zakat dari para
muzaki dan menyalurkan mustahik seperti
ditunjukkan dalam surat at-Taubah: 60. De-
ngan kata lain, sesungguhnya pengelolaan Lem-
baga Keuangan Publik Islam melalui orga-
nisasi yang moderen belum lama dilakukan.
Artinya Lembaga Keuangan Publik Islam
maupun organisasi filantropi Islam adalah fe-
nomena modern, meskipun praktek berder-
ma telah berurat akar dalam setiap etnik dan
budaya masyarakat Indonesia. Praktek ber-
derma yang hidup tersebut umumnya dite-
rapkan secara tercerai berai (decentrali-
zed), tidak terkoordinir secara nasional,ada
yang tidak transparan dan untuk maksud yang
berbeda-beda serta umumnya kuat dimoti-
vasi oleh ajaran agama.

Sementara itu, jika mereferensi kepada
hadis Nabi yang otentik, maka terminologi
wakaf berbeda halnya dengan zakat atau se-
dekah. Akan tetapi, wakaf dapat dikategori-
kan sebagai infak. Dengan kata lain, konsep
infak mencakup wakaf. Terminologi wakaf sen-
diri tidak secara eksplisit disitir di dalam al-
Qur’an. Wakaf lahir dari pandangan Nabi
saw ketika merespon pertanyaan Umar bin
Khattab yang bermaksud menginfakkan
sebidang tanah di Khaibar. Nabi bersabda,

“Bila engkau suka kau tahan (pokoknya) ta-
nah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya”. Se-
jarah meriwayatkan bahwa tanah wakaf Umar
itu dipergunakan untuk fakir miskin, pemer-
dekaan budak, orang terlantar dll. Sebagian
Ulama memandang syari’at wakaf pertama
kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab.
Artinya wakaf mengindikasikan pemanfaat-
an hasil tanahnya, namun kekekalannya te-
tap terpelihara.

Sebagai salah satu institusi filantropi Is-
lam, wakaf di dunia Muslim telah memainkan
peran yang signifikan dalam pemberdayaan
sosial ekonomi umat. Misalnya, di Mesir, Yor-
dania, Saudi Arabia dan Bangladesh dengan
manajemen yang profesional, maka manfaat
wakaf telah dirasakan oleh pihak yang me-
merlukannya. Sebaliknya, di Indonesia wa-
kaf belum mampu memainkan peran seperti
beberapa negara Muslim yang disebut tadi.
Secara spesifik, wakaf, sebagai satu institusi
filantropi Islam telah dipraktekkan sejak abad
ke-15, ketika komunitas Muslim khususnya
di Jawa mulai mendirikan masjid dan pesan-
tren sebagai institusi pendidikan keagamaan.
Menurut Ridwan, orientasi wakaf sebagai sa-
tu tindakan kemasyarakatan (sosial) harus
diperkuat, karena trend umum di Indonesia
wakaf diperuntukkan untuk tempat ibadah
(75%), sedangkan wakaf untuk tujuan
kemasyarakatan sangat minim, termasuk ju-
ga wakaf untuk institusi pendidikan seperti
pesantren, madrasah dan perguruan tinggi (uni-
versitas).

Secara umum, ada beberapa tantang-
an Lembaga Keuangan Publik Islam untuk ke-
sejahteraan di Indonesia. Pertama, organi-
sasi-organisasi pengelola zakat (BAZIS dan
LAZIS) belum menunjukkan akuntabilitas
dan transparansi yang memadai. Kedua, re-
konseptualisasi fikih Lembaga Keuangan Pub-
lik Islam maupun filantropi yang modern,



Ekonomika-Bisnis Vol. 6 No.1 Bulan Januari Tahun 2015. Hal 1-16

8

misalnya mengenai pemahaman konseptual
asnaf delapan, cash wakaf (wakaf tunai)
atau wakaf produktif. Selain itu, diandaikan
adanya satu pendekatan “pembangunan”
yang lebih menitikberatkan pada investasi
di bidang infrastruktur untuk menuai keun-
tungan jangka panjang ketimbang sekedar
mengatasi masalah-masalah jangka pendek.

Optimalisasi Peran Wakaf dalam
Pemberdayaan UMKM

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
produktif, lembaga pengelola wakaf uang
dapat melakukan pemberdayaan dengan mem-
berikan bantuan modal investasi maupun mo-
dal kerja pada anggota pada khususnya yang
sebagian besar merupakan anggota kelom-
pok produktif. Peran lembaga nazhir wakaf
lainnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain
memberikan pelatihan, konsultasi usaha, pe-
ningkatan keterampilan, maupun peningkatan
kualitas produk. Untuk mengurangi beban pe-
merintah dan rakyat, model wakaf uang sa-
ngat tepat dalam bentuk melancarkan keter-
sumbatan fungsi financial intermediary. Ter-
jadinya arus lancar (cash flow) penyaluran
dana ke seluruh anggota masyarakat terma-
suk kelompok usaha UMKM. Melalui wa-
kaf uang akan terjadi proses distribusi man-
faat bagi masyarakat secara lebih luas (Roza-
linda, 2013).

Al-Jamal (2007) dalam hal ini mene-
gaskan, peranan wakaf dalam memenuhi ke-
butuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat
dari beberapa segi, yakni 1) Melalui sim-
panan wakaf yang ditujukan untuk melayani
proyek-proyek pembangunan, akan terca-
pai kekuatan finansial baru yang menyokong
perekonomian negara. Aset-aset wakaf itu
adalah kebutuhan financial yang tetap eksis

dan selalu membantu ekonomi negara. 2)
Membantu pendirian infrastruktur. 3) Memberi-
kan kesempatan untuk mendapatkan peker-
jaan dan mengurangi pengangguran. 4) Ber-
partisipasi dalam menambah gerakan bisnis
di masyarakat. Oleh karena itu, harta wakaf
bisa diekploitasi dalam skala besar sehingga
bisa diberikan subsidi, penyediaan kesem-
patan kerja, dan penyediaan lembaga-lem-
baga pelatihan kewirausahaan

Masyita (2005) menyatakan bahwa da-
na wakaf uang dapat diinvestasikan dan disa-
lurkan untuk memberdayakan masyarakat
kecil melalui mikro finance dan pendam-
pingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini
didampingi oleh sarjana pendamping yang
akan memberikan konsultasi kepada pene-
rima kredit mikro agar dapat pengetahuan ca-
ra berusaha dan berbisnis dengan baik. De-
ngan pemberian modal dan bantuan manaje-
men perlahan-lahan masyarakat miskin da-
pat terangkat derajatnya melalui usaha mikro
yang pada akhirnya mampu hidup layak dan
sejahtera. Perencanaan dan pengembangan
program kredit mikro yang tepat akan mem-
perkuat nilai-nilai kekeluargaan.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pe-
ningkatan kapasitas dan kualitas UMKM di
bidang ekonomi dapat dilakukan. dengan me-
nekankan pada 5 aspek, yaitu: Pertama, Pe-
ngembangan kapasitas dan karakter. Dalam
program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pe-
latihan wirausaha secara komprehensif, mu-
lai dari motivasi berusaha, manajemen usa-
ha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan
untuk UMKM. Kedua, Konsultasi dan pen-
dampingan. Setelah pelatihan, para wanita
kemudian mendapatkan konsultasi dan pen-
dampingan usaha untuk bisa menguatkan dan
meng-upgrade kapasitas serta kualitas usa-
hanya di masa depan.

Ketiga, Organisasi. Sebagai individu atau-
pun kelompok usaha, UMKM sangat mem-
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butuhkan penguatan di bidang organisasi
bisnisnya. Di tahapan ini diharapkan para wa-
nita yang berwirausaha mampu menjalankan
bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan me-
miliki visi yang jelas. Keempat, Pasar UMKM
mendapatkan pengetahuan mengenai upaya
membuka dan membangun pasar untuk pro-
duk-produk yang telah dimiliki. Kelima, Je-
jaring. Diharapkan UMKM dan kelompok
usaha UMKM mampu menemukan, mem-
buat, dan menguatkan jaringan sosial untuk
usahanya.

Strategi pemberdayaan ekonomi bagi
UMKM yang tidak memiliki kapasitas pro-
duktif, tidak mempunyai keahlian (skill) dan
modal sehingga mereka belum memiliki usa-
ha, dapat ditempuh melalui langkah-langkah
sebagai berikut: Pertama, Pelatihan usaha
bertujuan untuk memberikan wawasan yang
luas tentang kewirausahaan secara aktual dan
komprehensif sehingga mampu memuncul-
kan motivasi dan spirit berwirausaha. Ke-
dua, Pemagangan. Setelah memiliki pema-
haman dan motivasi kewirausahaan, maka
dibutuhkan keterampilan. Itu bisa diperoleh
melalui kegiatan magang di dunia usaha yang
akan diterjuninya. Ketiga, Penyusunan pro-
posal. Menyusun proposal secara realistis ber-
dasarkan pengalaman empiris perlu dimiliki un-
tuk mengindari penyimpangan sehingga bisa
meminimalisir kerugian.

Keempat, Permodalan sangat penting
untuk memulai dan mengembangkan usaha.
Dalam hal ini harus dicari lembaga keuangan
yang dapat meminjami uang dengan bunga/
bagi hasil seringan mungkin. Jangan sampai
keuntungan yang diperoleh habis untuk mem-
bayar utang. Kelima, Pendampingan, berfungsi
sebagai pengarah dalam melaksanakan ke-
giatan usahanya sehingga mampu menguasai
dan mengembangkan usahanya dengan man-
tap. Keenam, Membangun jaringan bisnis.

Tahapan ini sangat berguna untuk memper-
luas pasar sehingga produk-produknya da-
pat dipasarkan ke daerah-daerah lain. De-
ngan jaringan ini akan melahirkan network-
ing bisnis umat Islam yang tangguh.

Demikianlah langkah-langkah pember-
dayaan ekonomi UMKM yang belum me-
miliki usaha permanen, benar-benar dimulai
dari titik nol. Ini berbeda dengan model pem-
berdayaan ekonomi bagi UMKM yang te-
lah memiliki kapasitas distributif, telah me-
miliki usaha. Strategi pemberdayaan eko-
nomi UMKM yang telah memiliki rintisan
usaha, dilakukan melalui langkah-langkah se-
bagai berikut: Pertama, Membantu akses per-
modalan, diawali dari pembimbingan pe-
nyusunan proposal yang memadai sehingga
mampu meyakinkan pihak lembaga keuang-
an untuk mengucurkan dananya. Kedua, Me-
nertibkan administrasi keuangan. Masalah ad-
ministrasi adalah titik lemah para pelaku usa-
ha kecil dan menengah; tidak ada catatan tran-
saksi jual-beli, campur aduk keuangan usaha
dengan rumah tangga dan lain-lain. Harus ada
bimbingan untuk menertibkan administrasi
keuangan sehingga bisa diaudit sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi modern.

Ketiga, Memperbaiki manajemen usa-
ha. Meski usahanya masih kecil, jumlah karya-
wan sedikit, dan jangkauan pemasaran ma-
sih lokal, namun harus dikelola dengan mana-
jemen yang sehat. Keempat, Memperluas pe-
masaran. Pemasaran menjadi kendala yang
serius bagi usaha kecil dan menengah dalam
melempar produk-produknya ke masyara-
kat, karena tidak tersedia dana iklan. Oleh
karena itu ethos kerja harus senantiasa di-
pompa, informasi tentang peluang-peluang pa-
sar baru harus disediakan, dan pengembang-
an jejaring sesama usaha kecil dan mene-
ngah. Kelima, Teknis produksi, maksudnya
kualitas produk harus dijaga terus-menerus
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seirama dengan tuntutan pasar. Kualitas pro-
duk harus benar-benar dijaga meskipun su-
dah laku di pasar. Keenam, Teknologi, baik
teknologi produksi maupun teknologi infor-
masi harus dimanfaatkan secara optimal sehing-
ga dapat menstimulasi peningkatan kualitas
produksi.

Program pemberdayaan ekonomi
UMKM sebagaimana dijelaskan di atas, ti-
dak dilakukan dalam ruang sosial-ekonomi-
politik yang hampa. Lembaga nazhir wakaf
uang di samping menguasai langkah-langkah
pemberdayaan ekonomi UMKM, juga ditun-
tut kemampuannya dalam membaca realitas
sosial budaya-ekonomi-politik yang melatari
umat Islam. Untuk meningkatkan peran eko-
nomi UMKM sekaligus peningkatan status
UMKM perlu tindakan strategis yakni: Per-
tama, Mengadakan tindakan yang positif yang
memungkinkan UMKM memperoleh akses
yang sama terhadap sumber daya, pekerja-
an, pasar dan perdagangan. Untuk mencapai
tujuan ini, perlu dilakukan pengembangan dan
bantuan bagi UMKM agar mereka mampu
berwiraswasta mengembangkan usaha ke-
cil, memperoleh akses kredit dan modal. Ke-
dua, Memberikan akses bisnis yang sama
pada UMKM untuk memperoleh kesem-
patan pelatihan dan konseling terutama da-
lam bidang pengembangan teknologi baru,
mendesiminasikan informasi yang mereka bu-
tuhkan dan mengembangkan jaringan kerja
serta membuka kesempatan kerja yang lebih
luas minimal usaha-usaha tradisional UMKM.

Kelompok Filantropis berkeyakinan
bahwa posisi dan situasi masyarakat yang
miskin dan terbelakang itu dapat diubah
lewat upaya kemanusiaan, tanpa mengubah
kelembagaan dan struktur masyarakat. Upa-
ya kemanusiaan secara evolutif akan mening-
katkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat.

Wakaf uang adalah salah satu sumber
alternatif dana untuk program penanggula-
ngan kemiskinan. Dengan menggalang dana
wakaf uang dari orang-orang yang mampu,
yang mempunyai kesadaran dan kepedulian
yang tinggi terhadap orang-orang yang ku-
rang mampu, memberikan peluang kepada
masyarakat untuk mendapatkan dan mening-
katkan pendapatan. Wakaf yang terhimpun,
dikelola secara produktif, kemudian keun-
tungannya disalurkan sebagai modal usaha
kepada orang-orang yang kekurangan mo-
dal. Dari wakaf uang ini betapa banyak petani
dan pedagang kecil yang mendapat tambah-
an modal usaha, betapa banyak orang hidup
di bawah garis kemiskinan dapat merasakan
manfaatnya, seperti menyantuni anak yatim,
membantu biaya operasional sekolah, dan
balai kesehatan pun dapat melayani orang
miskin dari hasil wakaf. (Masyita, 2005)

Wakaf merupakan instrumen finansial
Islam yang memiliki keterkaitan langsung
secara fungsional dengan upaya pemecahan
masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti
pemberdayaan ekonomi UMKM, pengen-
tasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Dengan demikian wa-
kaf sesungguhnya memiliki peranan yang cu-
kup besar dalam mewujudkan tata sosial yang
berkeadilan. Dalam jangkauan yang lebih luas,
kehadiran wakaf uang dapat dirasakan man-
faatnya untuk meningkatkan taraf hidup ma-
syarakat di bidang ekonomi, terutama sekali
jika wakaf dikelola dengan manajemen yang
rapi, teratur dan profesional disertai kualitas
para pengelolanya.

Dalam mengalokasikan investasi wa-
kaf uang, lembaga pengelola wakaf uang da-
pat memilih kelompok usaha misalnya kelom-
pok usaha UMKM yang berhimpun dalam
suatu usaha, ataupun wilayah/ kawasan yang
masyarakatnya memiliki usaha yang sama.
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Misalnya, penyaluran wakaf uang untuk usa-
ha perkebunan, peternakan dan jenis usaha
produktif lainnya. Pengaruh pengelolaan wa-
kaf uang melalui pemberian modal kerja ke-
pada mitra binaannya telah terbukti mem-
berikan kesempatan kepada masyarakat
untuk membuka usaha, ataupun membantu
pengembangan usaha produktif masyarakat
yang kekurangan modal.

Model pengembangan dan pemberda-
yaan ekonomi UMKM sebagai upaya pen-
cerahan sosial ekonomi kelompok usaha
UMKM ini dalam pelaksanaanya harus di-
lakukan sesuai dengan kondisi obyektif dan
karakteristik sosio-kultural dan ekonomi yang
akan ditransformasikan. Dengan pembaca-
an atas realitas sosial yang akurat, maka wa-
kaf uang sebagai instrumen pemberdayaan
ekonomi umat akan tepat sasaran sehingga
prinsip ekonomi Islam untuk membangun ke-
seimbangan ekonomi umat benar-benar da-
pat terealisasikan.

Menurut Soetrisno (2013), dana wa-
kaf bisa memberdayakan usaha kecil yang
masih dominan di negeri ini (99,88%). Dana
wakaf yang terkumpul dapat disalurkan ke-
pada masyarakat termasuk kelompok peng-
usaha UMKM dengan sistem bagi hasil. Keun-
tungan investasi wakaf uang dipakai untuk pro-
gram pemberdayaan (enpowerment) rak-
yat miskin sehingga modal dapat digunakan
secara berkelanjutan, bahkan kalau memung-
kinkan modal itu bisa diputar ke orang lain
yang juga membutuhkan, baik dalam rangka
memperkuat kapasitas distributif ataupun se-
bagai modal awal untuk memulai sebuah usa-
ha (kapasitas produktif).

Untuk mengukur pengaruh yang di-
munculkan dari pengelolaan wakaf uang da-
pat dilihat dari indikator-indikator berupa per-
gerakan sektor riil dan pemberdayaan eko-
nomi masyarakat. Menurut MA Mannan,

salah satu indikator efektivitas wakaf uang
adalah income redistribution (redistribusi
pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang
diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf ber-
peran penting pada setiap redistribusi pen-
dapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-
dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga
efek redistribusi pendapatan dapat berpihak
pada golongan miskin, yakni dengan penye-
diaan jasa dan prasarana penting bagi orang
miskin, misalnya sarana pendidikan. Berda-
sarkan apa yang telah dibuktikan MA Man-
nan di SIBL, dengan pengelolaan wakaf yang
efektif, redistribusi pendapatan horizontal te-
lah terjadi secara siginifikan dari satu kelom-
pok pendapatan ke kelompok pendapatan
yang lain (Mannan, 1999) Seperti halnya za-
kat, Menurut Ahmed (2004), wakaf dapat
memberikan pengaruh terhadap kegiatan eko-
nomi secara mikro, mempunyai kontribusi po-
sitif dalam rangka meningkatkan kesejahte-
raan umat.

Manfaat yang dirasakan masyarakat me-
lalui investasi dana wakaf ini cukup besar.
Masyarakat mendapatkan modal pembiaya-
an dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat
binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun
dalam bentuk mental spiritual dari kelompok
binaanya untuk melakukan usaha dan de-
ngan cara yang halal. Misalnya yang telah di-
lakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) me-
lalui LPEU Insan Kamil mitra binaan TWI
yang ada di Palembang, Masyarakat Mandiri
yang ada di Jakarta dan Bogor, dan Kam-
pung Ternak mendapat kucuran dana wakaf
uantuk mengembangkan usaha mereka.
Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pen-
didikan mental dan moral masyarakat. Di ma-
na masyarakat dalam kelompok usaha dibi-
na untuk mempunyai jiwa entrepreneurship
sehingga mereka yang sebelumnya mencari
kehidupan dari cara yang tidak halal, dapat
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meninggalkan kebiasaan tersebut dengan men-
cari usaha yang halal. Begitu juga, masyara-
kat binaan diberikan semacam dorongan spi-
ritual berupa dorongan untuk bekerja pada
sektor-sektor yang halal. Di samping itu, me-
reka juga dimotivasi untuk menyisihkan se-
bagai rizkinya untuk diwakafkan dan moti-
vasi lainnya yang mengajak masyarakat ke-
pada kebaikan.

Program investasi wakaf uang ke sek-
tor ril seperti ini merupakan bentuk pengeja-
wantahan program pengentasan kemiskinan.
Di samping itu, sistem penjaringan kelom-
pok usaha UMKM, tentu akan lebih memu-
dahkan melakukan monitoring usaha sehing-
ga risiko usaha lebih dapat diminimalisir. Di
samping itu sistem penjaringan kelompok
masyarakat seperti ini, manfaat wakaf tentu
juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Be-
tapa banyak kelompok usaha UMKM yang
dapat diberikan bantuan modal dan betapa
banyak pula orang miskin yang dapat me-
nikmati hasil usaha dari investasi wakaf
uang. Wakaf uang seperti yang diinvestasi-
kan, terbukti memberi kesempatan pada
masyarakat untuk pengembangan usaha dan
pemberdayaan ekonomi. Ini berarti investasi
wakaf uang ke sektor ril berpengaruh positif
pada peningkatan kesejahteraan hidup ma-
syarakat sekaligus memberikan kesadaran
akan makna wakaf itu sendiri.

Investasi wakaf uang untuk sektor riil
mencoba mencontoh apa yang yang telah di-
lakukan di Mesir, negara yang terhitung suk-
ses dalam pengelolaan wakafnya, di mana
Mesir sejak disahkannya Undang-undang
Nomor 152 Tahun 1957 mengembangkan
wakaf tanah pertanian untuk meningkatkan
perekonomian umat (Basa, 2007). Kemen-
terian Perwakafan (Wizarah al Awqaf) di
negeri ini membangun tanah-tanah kosong
yang dikelola secara produktif dengan men-

dirikan lembaga-lembaga perekonomian,
ataupun dalam bentuk pembelian saham di
perusahaan-perusahaan. Hasil pengelolaan
wakaf ini disalurkan untuk membantu kehi-
dupan masyarakat miskin, anak yatim piatu,
pedagang kecil (Al-Jamal, 2007)

Menurut Zarqa (2008), Professor
pada Center for Research in Islamic Eco-
nomics Universitas King Abdul Aziz, wakaf
sebetulnya telah dikenal dalam masyarakat
sejak masa klasik. Islam mengakui tradisi yang
mulia ini dan menempatkannya sebagai ajar-
an agama yang abadi, sehingga wakaf tum-
buh subur dalam masyarakat Islam sepan-
jang sejarah. Lalu menepatkannya sebagai pe-
layanan sosial yang penting, khususnya da-
lam pembangunan masjid, sekolah, rumah sa-
kit, sumber air minum, dan dukungan untuk
orang miskin.

Dalam sejarahnya, substansi wakaf uang
sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, da-
lam kajian fiqih klasik seiring dengan mun-
culnya ide revitalisasi fiqih mu’amalah dalam
perspektif maqashid syariah yang bermu-
ara pada maslahah al-mursalah termasuk
upaya mewujudkan kesejahteraan sosial me-
lalui keadilan distribusi pendapatan dan ke-
kayaan.

Dengan demikian tidak diragukan lagi
bahwa wakaf memberikan banyak manfaat
bagi kehidupan masyarakat baik sosial mau-
pun ekonomi. Dari perspektif sosial, wakaf
dapat digunakan sebagai sarana untuk me-
ngurangi kemiskinan, kontrol dan keharmo-
nisan kehidupan sosial, serta meningkatkan
perpaduan sosial. Begitu mengesankannya
wakaf, dapat menghindari jarak kelas sosial
antara orang kaya dan miskin karena orang
yang mampu secara sukarela membagikan
kekayaan mereka pada orang yang kurang
mampu. Dana yang disalurkan ke lembaga
pengelola wakaf, dikelola secara produktif,
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yang kemudian surplus pengelolaannya disa-
lurkan kepada orang-orang yang kekurang-
an modal usaha. Dengan demikian, produk-
tivitas wakaf akan memicu terciptanya kea-
dilan sosial yang dengan segera dapat men-
ciptakan dukungan bagi kemakmuran ma-
syarakat. Di sini terlihat adanya bentuk dis-
tribusi pendapatan dari pihak yang mem-
punyai pendapatan yang lebih kepada pihak
yang berpendapatan rendah. Dari efek dis-
tribusi pendapatan ini jelas akan membuat
pemerataan pendapatan secara adil bila wa-
kaf uang ini benar-benar dikelola secara efek-
tif (Donna dan Mahmudi, 2007).

Berdasarkan laporan yang ditulis Mau-
rice Allais, peraih Nobel tahun 1988 dalam
bidang ekonomi (dalam Masyita, 2005), dari
sebanyak US$ 420 M uang yang beredar di
dunia per hari, hanya sebesar US$ 12,4 M
(2,95%) saja yang digunakan untuk keper-
luan transaksi. Sisanya, untuk keperluan spe-
kulasi dan judi, sedangkan situasi yang di-
harapkan adalah bila terjadi keseimbangan
antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor
moneter semestinya tidak berjalan sendiri me-
ninggalkan sektor ril. Oleh karena itu, sangat
tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pem-
biayaan produktif ke sektor riil dimobilisasi.
Salah satu bentuknya adalah dengan mem-
berikan kredit mikro melalui mekanisme
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam
reksadana syariah yang dihimpun dari serti-
fikat wakaf uang, kepada UMKM yang berke-
cimpung pada usaha menengah dan kecil
agar memiliki peluang usaha. Pemberian skim
kredit mikro tersebut cukup mendidik. Le-
bih baik memberikan kail kepada rakyat da-
ripada memberikan ikan. Hal itu diharapkan
mampu menumbuhkan kemandirian UMKM.

Sejalan dengan ini, menurut Habib Ah-
med dalam Role of Zakat and Awqaf in
Poverty Alleviation, dana wakaf juga da-

pat diberikan sebagai pinjaman kepada ma-
syarakat yang kurang mampu. Seperti hal-
nya zakat, wakaf dapat digunakan untuk pem-
biayaan sektor mikro kepada orang miskin.
Keuntungan dari wakaf pun di samping se-
dekah dapat juga digunakan untuk pembi-
ayaaan produktif sektor mikro. Wakaf uang
yang dinvestasikan dalam format mudha-
rabah dapat membangkitkan pendapatan
dari investasi yang digunakan untuk tujuan
sukarela. Porsi bagi hasil untuk fund mana-
ger setelah dikurang biaya operasional dapat
disalurkan untuk kebutuhan konsumtif da-
lam menunjang kesejahteraan kaum dhuafa
melalui wasiat wakif ataupun tanpa wasiat-
nya (Ahmed, 2004).

Investasi mudhârabah merupakan
salah satu alternatif yang ditawarkan oleh
produk keuangan syari’ah guna mengem-
bangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang
dapat dilakukan oleh pengelola wakaf de-
ngan sistem ini adalah membangkitkan sek-
tor usaha kecil dan menengah dengan mem-
berikan modal usaha kepada petani, peda-
gang kecil, dan menengah (UKM). Dalam hal
ini pengelola wakaf uang (nazhir) berperan
sebagai shahibul mal yang menyediakan mo-
dal 100% dari usaha/proyek dengan sistem
bagi hasil. Pengusaha seperti pengusaha
UMKM adalah sebagai mudharib yang me-
mutarkan dana wakaf tersebut. Hasil keun-
tungan yang diperoleh dibagi bersama antara
pengusaha dengan shahibul mal (nazhir
wakaf).

Wakaf dapat mengatasi stagnasi (ke-
lesuan) ekonomi. Wakaf memiliki peran efektif
dalam menekan unsur-unsur produktivitas
yang terabaikan, memiliki kemampuan mak-
simal dalam memerangi pengangguran, serta
punya pengaruh jelas dalam pengalokasian
pendapatan dan kekayaan. Usaha wakaf da-
lam pembangunan dan pemusatan eksperi-
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men di bidang tersebut secara terus menerus
membuat lembaga-lembaga wakaf berkem-
bang menjadi suatu sistem yang bisa meng-
hadapi krisis. Dengan demikian wakaf meru-
pakan payung pelindung dari fluktuasi dan
badai ekonomi (Al Jamal, 2007).

Wakaf uang menawarkan peluang un-
tuk membantu kelompok usaha UMKM da-
lam meningkatkan pendapatan dari bagi ha-
sil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya ten-
tunya pendapatan ini memberi dampak po-
sitif bagi perubahan kehidupan ekonomi ke-
luarga. Apalagi investasi dana wakaf yang di-
salurkan dalam bentuk dana bergulir yang di-
jadikan modal usaha bagi masyarakat lain-
nya secara berkelanjutan. Betapa banyak
UMKM yang dapat diberdayakan kehidup-
an ekonominya dan betapa banyak masya-
rakat yang dapat menikmati manfaat inves-
tasi wakaf uang, sungguh suatu instrumen ke-
uangan Islam yang sangat potensial.

Lembaga pengelola wakaf uang me-
rupakan wadah yang paling tepat bagi ke-
lompok UMKM pelaku usaha yang biasa
disebut kelompok produktif dalam mening-
katkan usahanya. Lembaga ini mempunyai
potensi besar dalam pemberdayaan UMKM,
yang kebanyakan adalah pelaku usaha mik-
ro kecil (UMK), yang diketahui mempunyai
kelemahan dalam mengakses sumber-sum-
ber produktif seperti modal, teknologi, pa-
sar, informasi. Dengan berkelompok mere-
ka dapat secara bersama-sama dipermudah
memperoleh modal usaha.

Dengan kata lain lembaga pengelola
wakaf uang (nazhir) dapat berperan strategis
memberdayakan UMKM, dan sebaliknya
dengan koperasi UMKM dapat membuk-
tikan kompetensi dan kelebihannya,
sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan
beberapa koperasi dan UMKM.

Penutup
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) dapat menjadi kekuatan di dalam
pengentasan kemiskinan, penciptaan lapa-
ngan kerja dan menjadi kekuatan di dalam
meningkatkan pendapatan keluarga.

Wakaf uang berperan strategis mem-
berdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Mene-
ngah (UMKM). Wakaf uang menawarkan
peluang untuk membantu kelompok usaha
dalam meningkatkan pendapatan dari bagi
hasil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya ten-
tunya pendapatan ini memberi dampak po-
sitif bagi perubahan kehidupan ekonomi ke-
luarga. Apalagi investasi dana wakaf yang
disalurkan diberikan dalam bentuk dana ber-
gulir yang dijadikan modal usaha bagi masya-
rakat lainnya secara berkelanjutan.

Dana wakaf uang dapat diinvestasikan
dan disalurkan untuk memberdayakan ma-
syarakat kecil melalui micro finance dan pen-
dampingan usaha. Bantuan keuangan mikro
ini didampingi oleh tenaga pendamping yang
akan memberikan konsultasi kepada pene-
rima kredit mikro agar dapat pengetahuan ca-
ra berusaha dan berbisnis dengan baik. De-
ngan pemberian modal dan bantuan mana-
jemen perlahan-lahan masyarakat miskin da-
pat terangkat derajatnya melalui usaha mikro
yang pada akhirnya mampu hidup layak dan
sejahtera.
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